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INTISARI

Pensertipikatan massal sporadik yang dilaksanakan di Kabupaten
Purbalingga bertujuan untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, khususnya
Tertib Administrasi Pertanahan. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan
tanahnya perlu dirangsang, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah agar
ikut berpartisipasi aktif juga, karena biayanya relatif murah. Sesuai dengan PP.
No. 24 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa setiap hasil pengukuran bidang tanah
dipetakan di atasPetaDasarPendaftaran atau Peta Pendaftaran. Hal ini bertujuan
untuk memberikan informasi mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar,
dan kaitannya dengan bidang tanah lainnya dalam satu wilayah. Diharapkan
bidang tanah tersebut mempunyai kepastian hukum baik mengenai subyek
maupun obyek hakatas tanah. Diwajibkan kepada setiap Kantor Pertanahan untuk
selalu memetakan hasil pengukuran bidang tanah pada Peta Pendaftaran. Pada
kegiatan pensertipikatan massal sporadik tahun 2002 yang dilaksanakan Kantor
Pertanahan Kabupaten Purbalingga telah dibuat Peta Pendaftaran yang lengkap,
namun belum semua hasil pengukuran bidang tanah dapat dipetakan pada Peta
Pendaftaran. Berdasar hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian
"PELAKSANAAN PEMETAAN HASIL PENGUKURAN BIDANG TANAH
PADA PENSERTIPIKATAN MASSAL SPORADIK DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH"

dengan rumusan masalah, masih ada hasil pengukuran bidang tanah yang belum
dipetakan pada Peta Pendaftaran dan faktor-faktor apa yang menghambat dan
mempercepat pelaksanaan pemetaan hasil pengukuran bidang-bidang tanah pada
Peta Pendaftaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pekerjaan
pemetaan bidang-bidang tanah yang telah diukur dan mengetahui faktor-faktor
yang menghambat dan mempercepat pelaksanaan kegiatan pemetaan hasil
pengukuran bidang tanah dalam pensertipikatan massal sporadik pada Peta
Pendaftaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan teknik
analisis kuantitatif menggunakan Korelasi Product Moment dari Pearson (uji
parsial) dan Uji F (uji keseluruhan) untuk menjawab permasalahan. Penulis
meneliti pekerjaan pengukuran dan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah pada
pensertipikatan massal sporadik tahun 2002 yang dilaksanakan di 15 (lima belas)
desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan pada
keseluruhan subyek penelitian, sehingga disebut Penelitian Populasi.

Hasil kajian dari analisis data penelitian dapat menjawab permasalahan,
berdasarkan analisis kuantitatif dengan Korelasi Product Moment dan Uji F serta
analisis kualitatif, bahwa setiap hasil pengukuran bidang tanah telah dipetakan
pada Peta Pendaftaran, sebanyak 4.940 bidang tanah atau 93,68 % dari 5.273
hiHann tanah vanp diukur Faktor-faktor vane memr>erceDat nekeriaan nemetaan
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BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, batasan

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam dan faktor

penentu dalam kehidupan manusia di atas permukaan bumi, baik

kapasitas manusia sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat.

Dari waktu ke waktu menunjukkan betapa pentingnya peranan

tanah terhadap kehidupan manusia. Semakin meningkat kebutuhan

akan tanah, maka masalah pertanahan semakin kompleks, karena tidak

hanya luas tanah yang relatif tetap, akan tetapi tingkat pertumbuhan

penduduk dan tuntutan perbaikan kualitas kehidupan itu sendiri dari

hari ke hari semakin meningkat, dan juga kebutuhan manusia akan

tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat pula.

Seiring bergulirnya era reformasi pembangunan, tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan di bidang pertanahan semakin gencar

dilakukan. Hal ini terutama ditujukan pada faktor biaya, waktu

penyelesaian dan prosedur pengurusan sertipikat, yang dirasakan masih

belum transoaran dan berbelit-belit. Oleh karena itu Badan Pertanahan
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sporadik. Sebagai salah satu upaya untuk menjawab hal dimaksud dan

mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang baik dan mampu

memberikan jaminan kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah

sehingga diharap bisa memacu minat masyarakat mensertipikatkan

tanahnya. Oleh karena itu diselenggarakan kegiatan Pendaftaran

Tanah, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),

berbunyi : "'Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah ".

Sebagai tindak lanjut ketentuan UUPA tersebut, dikeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1965

tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.

Dalam kenyataannya, pendaftaran tanah yang diselenggarakan

berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun

belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Harsono (1999: 424)

berpendapat bahwa :

n«ri ooH+or ^ into V«irlnno tnnnVi hak vanp memenuhi svarat



Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memberikan jaminan

kepastian hukum di bidang pertanahan dirasa perlu untuk mengadakan

penyempurnaan ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah. Maka

pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai

penyempurnaan PP No. 10 Tahun 1961. Dan sebagai ketentuan

pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Berdasarkan

ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan

untuk :

1. memberikan kepastian hukum dan periindungan hukum kepada

pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

termasuk pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3. terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.



1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut;

3. pemberian surat - surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah pada pensertipikatan

massal sporadik tersebut memerlukan peta-peta dan data lapangan yang

dapat membantu merencanakan program-program pembangunan

sebagai realisasi kebijakan pemerintah dalam masalah pertanahan. Di

antaranya dengan tersedianya Peta Pendaftaran yang menyimpan data

aktual bidang tanah yang dipetakan; baik bentuk, batas, letak dan

nomor bidang tanah yang diukur, serta keberadaan bangunan di atasnya

apabila diperlukan, dapat menghindari terjadinya tumpang tindih

pemilikan bidang tanah atau terjadinya sertipikat ganda.

Dilaksanakannya kegiatan pengukuran sekaligus pemetaan hasil

pengukuran bidang tanah tersebut pada Peta Pendaftaran menunjukkan

aspek teknisnya, sehingga dapat diketahui letak dan batas-batas bidang

tanah tersebut sebagai batas yang sah menurut hukum. Dalam

pelaksanaan pengukuran yang disaksikan oleh pemilik bidang tanah

yang bersebelahan, dan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah pada

r»~*„ D»«jnAoron kinnno +<»rKitn\/a cprtiniknt sehaaai tanda bukti hak



pelaksanaan pendaftaran tanah. Didaftarkannya suatu bidang tanah

dapat menunjukkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya dari hak-

hak atas tanah tersebut dan mewujudkan tertib administrasinya.

Dengan demikian dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran

tanah, pelaksanaan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah pada Peta

Pendaftaran dapat mendukung jaminan kepastian hukum, khususnya

mengenai obyek hak atas tanah yang bersangkutan.

Namun kenyataan di lapangan belum semua Kantor Pertanahan

dapat memetakan hasil pengukuran bidang tanah pada Peta Dasar

Pendaftaran dan Peta Pendaftaran, yang mungkin disebabkan oleh

banyaknya pekerjaan pengukuran yang harus segera diselesaikan,

ketersediaan dana, produktivitas petugas ukur, kualitas petugas ukur,

ketersediaan alat, ketersediaan lembar peta, ketersediaan titik dasar

teknik, dan belum tersedianya Peta Dasar Pendaftaran maupun Peta

Pendaftaran. Demikian pula yang terjadi di Kantor Pertanahan

Kabupaten Purbalingga, belum tentu setiap hasil pengukuran yang

telah dilaksanakan dapat dipetakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk

mengadakan penelitian dengan judul :

"PELAKSANAAN PEMETAAN HASIL PENGUKURAN BIDANG

T»\T1U I) 4 !-» 4 DlTMCrDTlPll'ATAK MA«s<Al SPORAniK FIT



B. Permasalahan

Administrasi pertanahan di tingkat desa atau kelurahan sebagai

satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah (Pasal 10 PP 24/1997)

belum lengkap, sehingga merupakan kendala dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah di Kabupaten Purbalingga. Untuk mengatasi hal ini

perlu kesadaran masyarakat agar mendaftarkan tanahnya guna

menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan

yang dikuatkan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Dengan demikian program percepatan pelayanan di bidang pertanahan

akan terwujud, di antaranya melalui pensertipikatan massal sporadik

dengan menempatkan desa/kelurahan sebagai basis pendukung utama.

Rangkaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan hasil

pengukuran bidang tanah pada Peta Pendaftaran mempunyai peranan

yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum obyek hak

atas tanah. Hasil pengukuran bidang tanah harus semuanya dipetakan

pada Peta Pendaftaran, sehingga bisa mendukung terwujudnya tertib

administrasi pertanahan apabila sewaktu-waktu muncul sengketa batas

kepemilikan, rekonstruksi batas maupun sertipikat ganda pada suatu

bidang tanah. Dengan dilaksanakannya pemetaan pada Peta

Pendaftaran akan memberikan informasi mengenai letak bidang-bidang

i»no)i Ann moimiiiiilVon Vpnactian VmVum nViupV Viak ata<: tanan



Kenyataan yang terjadi, pada pensertipikatan massal sporadik di

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga masih ada hasil pengukuran

bidang tanah yang belum dapat dipetakan pada Peta Pendaftaran

sejumlah 333 bidang tanah atau 16,32 % dari 4.940 bidang tanah karena

masih ada sengketa batas bidang tanah, kurang lengkapnya data hasil

pengukuran bidang tanah yang diukur atau hanya bertujuan untuk

mengetahui batas bidang tanahnya saja, sehingga memang tidak sampai

pada penerbitan Surat Ukur.

Hal ini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu aspek

kepastian hukum pada kegiatan Pendaftaran Tanah bahwa batas,

bentuk, letak, dan luas bidang tanah belum mempunyai kekuatan

hukum yang sah, sehingga memungkinkan terjadinya gejolak sosial di

masyarakat yang bisa berupa tindakan anarkhis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. masih ada hasil pengukuran bidang tanah yang belum dipetakan

pada Peta Pendaftaran, sehingga Surat Ukur bidang tanahnya

melayang dan kepastian hukum obyek hak atas tanahnya lemah;

2. faktor-faktor apa yang menghambat dan mempercepat pelaksanaan

pemetaan hasil pengukuran bidang-bidang tanah tersebut pada Peta
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C. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pemetaan hasil

pekerjaan pengukuran bidang-bidang tanah dalam rangka pendaftaran

tanah secara massal sporadik yang dilaksanakan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2002. Penelitian tentang

faktor-faktor yang diduga mempengaruhi dalam pekerjaan pemetaan

dibatasi pada jumlah permohonan pekerjaan pengukuran, dana

pengukuran dan pemetaan bidang tanah, produktivitas petugas ukur,

kualitas petugas ukur, ketersediaan lembar peta, ketersediaan titik

dasar teknik, kelengkapan Peta Pendaftaran dan peralatan pengukuran

dan pemetaan bidang tanah.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka

tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui prosedur pekerjaan pemetaan bidang-bidang tanah

yang telah diukur;

2. untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mempercepat

pelaksanaan kegiatan pemetaan hasil pengukuran bidang-bidang

tanah dalam pensertipikatan massal sporadik pada Peta Pendaftaran.



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai :

1. bahan kajian mengenai pekerjaan pemetaan hasil pengukuran

bidang-bidang tanah dalam pensertipikatan massal sporadik pada

Peta Pendaftaran;

2. sebagai tambahan informasi untuk instansi yang berkaitan

khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dan bahan

perumusan kebijakan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang

tanah dalam pensertipikatan massal sporadik.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil

penelitian yang telah dilaksanakan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah

dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa sebagian besar hasil pengukuran bidang tanah pada

pensertipikatan massal sporadik di Kabupaten Purbalingga tahun

2002 telah dipetakan pada Peta Pendaftaran;

2. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pemetaan

hasil pengukuran bidang tanah dapat diketahui dengan dua cara

yaitu .

a. dengan Korelasi Product Moment (uji parsial) :

a.l. yang mendukung, adalah : tingkat pendidikan dan

pengalaman petugas ukur, ketersediaan peralatan

pengukuran dan pemetaan dan ketersediaan Peta

Pendaftaran.

a.2. yang menghambat, adalah : lamanya waktu pengukuran dan

dana pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

h Hfnaan Uii F (uii keseluruhan) :



69

B. Saran

Berdasar hasil penelitian Penulis yang jauh dari sempurna ini,

ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk penyempurnaan

pelaksanaan pemetaan hasil pengukuran bidang-bidang tanah, antara

lain :

1. periu dibuat Peta Pendaftaran dalam bentuk Peta Digital, seiring

dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. untuk bidang tanah yang belum bisa dipetakan dalam Peta

Pendaftaran agar segera dipetakan dengan menggunakan Pemetaan

Indeks Grafts (PIG) atau Graphical Index Mapping (GIM);

3. untuk penelitian sejenis selanjutnya agar memilih data variabel

bebas yang lebih heterogen sehingga pengaruhnya dapat

diinterpretasi tanpa bias.
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